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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 

TAHUN   2008   NOMOR 1   SERI  D   

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  4 TAHUN    2008 

TENTANG 
 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN  

KOTA BOGOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang   : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) PDAM Tirta Pakuan Kota 
Bogor dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan 
manajemen perusahaan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan 
Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah 
dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 4    Tahun 2004 tentang 
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 
tentang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor perlu diubah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor; 

Mengingat 
 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 
Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 
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13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 

Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan 
Infrastruktur; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan 
Daerah Air Minum; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 
8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 
43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama 
Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
907/MENKES/SK/7/2002 tentang Kualitas Air; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALIKOTA BOGOR 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bogor. 

4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah 
badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah 
dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang 
dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara. 

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, yang 
selanjutnya disingkat PDAM, adalah BUMD yang bergerak di bidang 
pelayanan air minum. 

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 

7. Direksi adalah Direksi PDAM. 

8. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Direksi. 

9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di 
bawah Direksi. 

10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang 
dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi 
pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu. 

11. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal 
Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini 
ditetapkan. 

12. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada 
saat Peraturan Daerah ini ditetapkan. 

13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM. 
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